QANUN KABUPAT EN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2012

BISMILLAHIRAH MANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBBAHANAHUWATA’ALA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBX] Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) berupa Laporan
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan dengan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya Tahun Anggaran
2012. :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

i




10.

11.

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaarn
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004Nomorl04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomot 4377)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 fentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);
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12,

13.

14,

is.

186.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun -2009° téntang- Pajak ‘Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Néegara “Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran- Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
KeduduksnKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4416) sebagaimana
telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan: Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan "Protokoler-dan Keuafigan Pimpinan' dan Anggota
Dewan Pérwakilan Rakyat Kabupaten ~ (Lemibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); -

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
[nformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah-Nomor ‘56 Tahun- 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 155});

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republikiindonesia Nomor 4578);

iii
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21,

22,

23.

24.

23.

26.

27,

28,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambsghan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tehun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614});

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara: Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di
ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2! tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2012; :

/
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- Penerimaan..........ooie Rp. 46.927.437.226,87
- Pengeluaran .............. Rp. 0,00
Surplus/defisit ........... Rp.46.927.437.226,87

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 15.466.597.727,64 dengan rincian berikut:

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 515.352.214.733,00
b. Realisasi Rp. 499.885.617.005,36
Selisih lebih/(kurang) Rp. 15.466.597.727,64 .

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja  sejumlah
Rp.44.57 6.457.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja

Setelah Perubahan Rp.564.531.317.433,00
b. Realisasi Rp.519.954.860.428,00
Selisih lebih/{kurang) . Rp.44.576.457.005,00

3, Selisih anggarandenganrealisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.(29.109.859.277,36) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/ defisit setelah perubahan Rp.(49.179.102.700,00)
b. Realisgsi Rp.[20.069.243.422,64)

Selisih lebih/ (kurang) Rp.(29.109.859.277,36)

4. Selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi penerimaan
sejumlah Rp.2.251.665.473, 13 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

Setelah Perubahan Rp.49.179.102.700,00
b. Realisasi Penerimaan Rp.46.927.437.226,87
Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.251.665.473,13

5. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran -pembiayaan
sejumlah Rp. 0, 00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. .__.'0,00
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Lampiran .1

Lampiran 1.2

Lampiran [.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran I.11

b. Lampiran II
¢. Lampiran III

d. Lampiran IV

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
non organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran Dbelanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan Kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan rnegara,

Daftar piutang daerah;

Daftar pehyertaan modal ({investasi)
daerah;

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar  realisasi  penambahan  dan
pengurangan aset lainnya

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

. Daftar dana cadangan daerah; dan

. Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah.

Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Qanun ini.

viii
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b. Ikhtisar laporan keuangan badan _usaha milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI
Qanun ini.

Pasal 9

Penjabaran- lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBK Tahun Anggaran 2012 selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya;

Pasal 10
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Agustus 2013 M.
21 Syawal 1434 H.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,/‘.

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 29 Agustus 2013 M.
22 Syawal 1434 H.
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